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3. Peraturan Pernerlntan Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000
tr;::'t~m9 Penggunaan Spektrum f-rekuensi Radio dan Orbit Salelit
(Lernbaran Nsqara Tahun 2000 Nomor . 10B, Tarnbahan
Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009
tf:f1tang Jerus dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Neoara Bukan
Pajak yar.g Ber.aku pada Departernan Komunikasi dan....lnforMatika
(Lernbaran Negara Repubuk lndones.a Tahun 2009 Nomor : 20,
Tambaha .....Lembaran Negara Repun' K Indonesia Nomor : 4974);

5. Keputusan Presiden Republrk Indonesia Nomor . 9 Tahun 2005
tel1tang ~eauduf,an, Tugas, FIll1gsi, Organisasi dan Tata Kerja
Kernernerian Negara Republlk Indonesia sebagaimana telah
d;ubclh rerakhu dpngan Perauu.in Presiden Nomor : 20 Tahun
2003:

?. Peraturan Pemerintah Repuolik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000
tent"'lng Penye'enqqaraan Telekornuruxasi (Lernoarar- Negara
Rf:J uo II< Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980):

1. 1J'-Idang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999
tentanq Teiekornurukasi (Lembaran Negara Republik Indones a
Tahun 1999 Nornor : 154, Tambahan Lembaran Negara Repua'lk
lndonesra Nomor : 3881):

Mengingat

bahwa dalam rangka rnenindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat
(1) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatxa
Nomoi : OIIPER/M KOMINFOI01/2009 tentang Penataan Pita
Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(WiteIIJSS Broadband) perlu ditetapkan pengaturan penggunaan
frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless
broacloend; pad" pita frekuensi radio 2 GHz dengan Peraturan
Menteri Kornunikasi dan Informatika.

lv1enimbang

:vtEN fERI KOMUNIKASI O,AN INFORMATIKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

PENETAPAN Pi fA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN
LAYANAN PITA LEBAR NIRt<ABEL (WIRELESS BROADBAND)

PADA PITA FREKUENSI RADIO 2 GHz

TENTANG

NOMOR: 26 IPERlM.KOMINFOI 6/2009

PERATURA~ MENTERI KOIV!UNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INuONESIA
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1. "elekomumkast adalah setiap pemancaran, pengiriman atau
penerimaan tiap jenis tanda, gambar. suara dan informasi dalam
bentuk apapun rnelalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromaqnetlk Iainnya.

Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BABI

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK
KEFERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS
BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 2 GHz.

MEMUTUSKAN :

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
07/PEPJM.KOMINFOI01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi
Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Bro3dband);

11.Peraturan Menteri Kornunikasl dan Informatika Nornor
25/P/M_Kominfoni200e tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departernen Kornunikast dan Informatika;

10. Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika Nomor
·19/PER.KOMiNFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak darl Biaya Hak
Penggunaan Frekuensi Radio;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17IPER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan
Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
l<3/P/r'l.'J.Kominio/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada
Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang
Menqatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan
Telekomunixasi;

7. Keputusan Menteri Perhubungan NO.5 Tahun 2001 tentang Tabel
Alokast Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005
tentanq Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara
Repuolik lndcnesia sebaqalrna.ia telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
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15.0irelctur Jenderal adalah Oirektur Jenderal Pos dan
Telekomurnkasi,

12 Zona layanan pita Jebar nirkabel (wireless broadband) adaJah
wuavah geografis tertentu terkart dengan perizinan frekuensi radio
untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband).

13. Time Division Duplexi,7g (TOO) adalah moda penggunaan
frekuensi radio berpasangan pada dimensi waktu.

14. rJlenteri adalah Menter; yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang telekornunikasi.

'11 Surat alckasi frekuensi adalah surat yang dikeluarkan oleh
Oirektcrat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang memberikan
persetujuan secara prinsip penggunaan suatu alokasi pita
frekuensi tertentu kepatla suatu penyelenggara telekomunikasi.

1O. Peuqquna frekuensi radio eksisting bukan untuk keperluan layanan
rita Iebar nirkabel (wireless broadband) adalah pemegang izin
stasiun racio yang rr.enggunakan frekuensi radio tidak untuk
keperluan layanan pita lebar nirl<abel (wireless broadband).

9. Pcngguna frekuensi radio eksisting untuk keperluan layanan pita
tebar nirkabel (wireless broadband) adalah pemegang surat
ulokasi frekuensi radio dan/atau izrn stasiun radio yang
lTienggunakan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar
nirkabe! (wireless broadband).

8. Layanan pita iebar nirkabel (vvireiessbroadband) adalah layanan
telekomunikasi nirkabel ;'ang kecepatan transmisi datanya
sekurang-kurangnya 256 kbps.

7. Penetapan pita frekuensi radio atau kana I frekuensi radio adalah
otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini oleh
fl.enteri, kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi
radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

6. Alokasi frekuensl radio adalah pencantuman pita frekuensi radio
tertcntu dalarn tabel alokasi frekuensi radio untuk penggunaan
orer satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas
komonikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi
berdasarkan persyaratan tertentu.

5. B!ok frekuensl radio adalah bag ian dari pita yang berisi satu kana I
Irekuensi radio atau leb.h yang disusun untuk ditetapkan alokasi
penqqunaannya kepada suatu pengguna frekuensi radio.

4. Kanal frekuensi radio adalah bag ian dari pita frekuensi radio yang
ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

3. Pita frekuensi radio acialah bagian dari spektrum frekuensi radio
yong rnernpunyai lebar tertentu.

2. G~)ektrl.Jmfrekuensi radio adalah kurnpulan pita frekuensi radio.
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(1) Pengg~~a pita, fr~kuE'!nsi radio 2 GHz eksisting untuk layanan pita
l~ba( nlrKabe.1lw,~elessbroadbancl) yang disesuaikan penggunaan
!)lt~ trekuensi radionya tetap dikenakan kewajiban membayar BHP
untuk ISR sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku sarnpai dengan ditetapkannya ketentuan
psmbayaran BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio pada
pita frekuens: radio 2 GHz.

PasalS

RIAYA HAK PENGGUNAAI'I FREKUENSI (BHP) UNTUK
KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL

(WIRELESS BROADBAND)

BAB IV

Per.etapan blck pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar
nlrkaoe! (wireless broadbancl) pada pita frekuensi radio 2 GHz kepada
penpquna selain penquna pita frekuensi radio 2 GHz eksisting untuk
layanan pita lebar nirkabel iwiretess broadbancl) diatur dalam
Peraturan Mente.i tersendiri.

Pasal4

Penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lobar
nirkabel (wireless broadbancl) pada pita frekuensi radio 2 GHz kepada
peng9u'la pita frekuensi radio 2 GHz eksisting untuk layanan pita lebar
nirkabel twiretecs broadbancl) yang disesuaikan penggunaan pita
frekuenst radionya diatur dalarn Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal3

PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA
LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

PADA PITA FREKUENSI RADIO 2 GHz

BAB III

(2) PiI8 Irekuensi radio 2 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibnui rnenjadi 6 (enam) blok frckuensi radio sebagaimana
dirnaksud dalarn Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Pita frekuensi radio 2 Gl-iz pada rentang frekuensi radio 2053 -
2083 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel
(wireless broadband) dengan moda TOO.

Pasal2

PE"'ETAPAN PITA FREKUENSI RADIO 2 GHZ UNTUK
J<EPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL

(WIRELESS BROADBAND)

BAB II
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MOHAMMAD NUH

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAKARTA
15 Juni 2009

Ditetapkan di
Pada tanggal

Agar setlap orang mongetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri inl dengan penempatannya dalarn Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal7

KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

Direktu. .lenderal melaksanakan pcngawasan dan pengendalian
terhadup polaksanaan Peraiuran IIlL

Pasal6

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BABV

(2) Kewajiban rr.ernbayar BHP i.ntuk Izin Pita Spektrum Frekuensi
Radio sebagairnana dirnu'csud pada ayat (1) terdiri darl biaya izin
av.at ~up front fee) dan biaya Izin Pita Spektrurn Frekuensi Radio
(IPSFR) tahur.an yang besaran dan tata cara pembayarannya
ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.



MOHAMMAD NUH
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E~omor Blok Rentanq Frekuensi
'1 2053 - 2058 MHz

I 2 2058 - 2063 MHzt--3 2063 - 2068 MHz.
I 4 2068 - 2073 MHz
r 5 2073 - 2078 MHzI
I 6 2078 - 2083 MHz

PENETA.PAN PITA FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAI'! LAYANP.N PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

PADA PITA FREKUENSI RtDIO 2 GHz

(.JOMOR
TANGGAL

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
26 IPER/M.KOMINFOI 6 12009
IS JUNI 2009

LAMPIRAN

__ a_ ...


